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PERATURAN  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PER.14/MEN/2008 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN  

DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR  PER.06/MEN/2008 

TENTANG PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PUKAT HELA         

DI PERAIRAN KALIMANTAN TIMUR BAGIAN UTARA 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan 
Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan 
Timur Bagian Utara masih memerlukan kesiapan daerah 

menyangkut sarana, prasarana, serta sosialisasi dalam 

rangka pendaftaran kapal ikan Pukat Hela; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dipandang perlu dilakukan perubahan 
terhadap  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan 
Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara, 
dengan Peraturan Menteri; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3260); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4437);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4737);  
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6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan 

Presiden Nomor 77/P Tahun 2007; 

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

8. Peraturan Presiden  Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Presiden  Nomor  21 Tahun 2008; 

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen 
Kelautan dan Perikanan; 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007; 

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan; 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap; 

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan 

Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.06/MEN/2008 
TENTANG PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN 
PUKAT HELA DI PERAIRAN KALIMANTAN TIMUR 

BAGIAN UTARA. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.06/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di 

Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara dalam Pasal  6 ayat (1) diubah, 
sehingga Pasal  6 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 6 

(1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pendaftaran kapal pukat hela 

yang dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia yang berdomisili di 

wilayah masing-masing dan melaporkan hasilnya kepada Menteri selambat-

lambatnya tanggal 31 Desember 2008. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri 

menetapkan alokasi jumlah kapal pukat hela yang dapat diizinkan, dengan 

mempertimbangkan kelestarian daya dukung sumber daya ikan, kondisi 
sosial ekonomi masyarakat setempat, dan memperhatikan keadaan 
geografis lingkungan wilayah perbatasan. 

(3) Berdasarkan alokasi jumlah kapal pukat hela yang diizinkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Gubenur dan Bupati/Walikota menerbitkan izin 

kapal pukat hela. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal  10 September 2008 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I, 

Ttd 

FREDDY NUMBERI 
 

Disalin sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, 

 

 
 

Supranawa Yusuf 


